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The case of marine pollution that occurs in various parts of the world is an 
important issue that must be considered by the State. As a result of marine pollution 
it not only has a negative impact on the animals in the sea, but also has a negative 
impact on the community, especially people whose living needs come from the sea. 
The impact of marine pollution is also trans-boundary, where not only the people 
of one country are affected, the impact also occurs in the territory of other 
countries. The state government has the obligation to take all necessary measures 
to ensure that activities carried out by its jurisdiction do not cause pollution to other 
countries. If the government of that country fails to carry out its obligation not to 
cause pollution, then the government has responsibility for the consequences of that 
pollution. There is one legal problem in this research, namely How is the 
responsibility of the Japanese government for transboundary pollution due to the 
cargo ship oil spill in the Mauritius Sea? This legal research is normative legal 
research that focuses on information and data collected through literature study. 
The conclusion of this study is the Japanese government has a responsibility for 
trans-boundary pollution caused by cargo ships from Japanese shipping companies 
leaking and spilling oil in the Mauritius Sea. However, In reality, the responsibility 
carried out by Japan has not been in accordance with international regulations 
because until now there has been no follow-up or news regarding the form of 
responsibility promised by the Japanese government in the form of compensation 
to Mauritius. Japan should have provided compensation in accordance with what 
has been promised to Mauritius in order to tackle pollution in the Mauritius Sea. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Permasalahan terkait dengan lingkungan saat ini sedang marak terjadi di 
berbagai belahan dunia, salah satu permasalahan tersebut adalah pencemaran laut. 
Pencemaran laut semakin banyak terjadi dikarenakan semakin meningkatnya 
aktivitas-aktivitas masyarakat (atau Negara) yang berkaitan dengan laut. 
Pencemaran laut adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh manusia 
terutama bagi orang-orang yang kehidupannya bersumber dari laut. Terjadinya 
pencemaran laut membawa dampak yang negatif bagi orang-orang yang 
kehidupannya bersumber dari laut, dikarenakan pencemaran laut ini menimbulkan 
kerugian pada sektor pariwisata laut, sektor perikanan, sektor pertanian dan 
peternakan, sektor kehidupan burung-burungan, dan sektor binatang laut.1  
Pencemaran yang bersumber dari laut dapat dikelompokkan menjadi dua, 
yaitu pencemaran yang berasal dari kapal (vessel-sourced) dan pencemaran yang 
bersumber dari kegiatan eksploitasi minyak di lepas pantai (off-shore drilling).2 
Pencemaran laut yang berasal dari kapal (vessel-sourced) menjadi salah satu 
pencemaran yang kerap terjadi di laut, terutama laut internasional. Pencemaran laut 
yang bersumber dari kapal tanker dapat berupa tumpahan minyak karena 
kecelakaan, kebocoran dan air pencucian tanker (ballast). Pencemaran laut dari 
tumpahan minyak ini bertanggung jawab sebesar 12% dari total zat pencemaran 
 






laut, tapi pencemaran laut dari tumpahan minyak dari kapal menarik perhatian 
publik yang tinggi dikarenakan konsekuensi yang ditimbulkan dari tumpahan 
minyak tersebut pada umumnya disebabkan oleh kecelakaan-kecelakaan kapal.3 
Terdapat berbagai kasus pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari 
kapal yang terjadi di dunia. Kecelakaan kapal tanker Torrey Canyon pada tahun 
1967 merupakan kasus pencemaran laut terbesar yang pernah dihadapi negara pada 
saat itu, kapal tanker sepanjang 297 meter yang mengangkut 100 ribu ton minyak 
mentah ini menabrak karang Pollard di bukit karang Steven Stones dan tumpahan 
minyaknya meluas hingga sejauh 113 km dari pantai. Selain itu ada kasus 
pencemaran laut lainnya yaitu tumpahan minyak oleh Kapal Showa Maru pada 
tahun 1975 di perairan Selat Malaka, Kecelakaan Amoco Caditz di Selat Inggris 
(1978), Exxon Valdez di Alasca (1989), kebocoran anjungan minyak Montana di 
Laut Timor (2009), blow up di sumur minyak Macondo milik British Petroleum 
(BP) di Teluk Meksiko (2010),4 dan pada tahun 2020 ini terdapat kasus pencemaran 
laut akibat tumpahan minyak yaitu kasus kapal kargo MV Wakashio milik 
Perusahaan Jepang yang menabrak terumbu karang di pantai tenggara Mauritius 
dan membocorkan minyak di laut Mauritius.  
Kasus pencemaran laut yang terjadi di berbagai belahan dunia ini menjadi 
masalah serius yang harus diperhatikan oleh Negara. Akibat adanya pencemaran 
laut tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi satwa yang berada di laut, tetapi 
juga menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat, terutama masyarakat yang 
 
3 Ibid., hlm. 36. 
4 Portonews, Oil and Chemical Spill “Tumpahan Minyak, Dampak dan Upaya 
Penanggulangannya”,  https://www.portonews.com/2017/oil-and-chemical-spill/tumpahan-




dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bersumber dari laut. Dampak pencemaran 
laut ini juga lintas batas, yang mana tidak hanya masyarakat dari satu Negara saja 
yang terkena dampaknya, tetapi dampaknya juga terjadi di wilayah Negara lain. 
Keberadaan atau perkembangan hukum internasional dalam mencegah terjadinya 
pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dari kapal serta untuk 
mengatur tata cara dan pembatasan ganti rugi bagi korban (casualties) tidak terlepas 
dari terjadinya kecelakaan-kecelakaan besar dari kapal-kapal tanker. Hal tersebut 
memunculkan inisiatif dari International Maritime Organization (IMO) untuk 
mengeluarkan berbagai konvensi di bidang Maritim, terutama Konvensi yang 
mengatur mengenai pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari kapal yaitu 
sebagai berikut:5 
1. International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil 
(OILPOL) tahun 1954, diamendir tahun 1962; 
2. The International Convention Relating to Intervention on the High Seas if 
Cases of Oil Pollution Casualities tahun 1969; 
3. The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 
tahun 1969; 
4. The International Convention on the Establishment of an International 
Fund for Compentation for Oil Pollution Damage tahun 1971; 
5. The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 
tahun 1992, Konvensi ini dikeluarkan untuk mengamendir The 
 




International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage tahun 
1969; 
6. The Supplementary Fund Protocol tahun 2003 (selanjutnya dirujuk sebagai 
IOPC Fund) 
Dari beberapa kasus pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari kapal 
yang telah disebutkan di atas, ada salah satu kasus yang terjadi pada tahun ini, yaitu 
kasus tumpahan minyak dari kapal kargo MV Wakashio milik perusahaan 
pelayaran dari Jepang yang menabrak terumbu karang di Laut Mauritius pada 
tanggal 25 Juli 2020 lalu. Kapal kargo ini mengangkut 4.290 ton bahan bakar 
minyak rendah sulfur, 228 ton solar, dan 99 ton minyak pelumas yang diangkut dari 
China menuju Brazil. Kapal kargo MV Wakashio menabrak terumbu karang di 
Pointe d’Esny, situs konservasi yang dilindungi, baik oleh nasional maupun 
internasional Mauritius. Tumpahan minyak tidak langsung bocor pada saat kapal 
menabrak terumbu karang. Oleh karena lambatnya respon otoritas Mauritius dalam 
mengevakuasi tumpahan minyak, yang kemudian mengakibatkan sekitar 1.000 ton 
minyak dari kapal kargo mulai bocor dan mencemari Laut Mauritius pada tanggal 
6 Agustus 2020. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menahan tumpahan minyak 
yang mencemari terumbu karang dan ekosistem yang dilindungi di kepulauan 
Mauritius agar tidak menyebar, tetapi karena pasang laut yang tinggi menyebabkan 
upaya untuk menghentikan kebocoran minyak dari kapal kargo tersebut gagal 
dilaksanakan. Jika tidak segara ditindaklanjuti, maka pencemaran tersebut dapat 
berpotensi menyebar ke negara-negara lain di dekat Mauritius. Ribuan spesies di 




laut tercemar, dengan konsekuensi yang dapat mengancam ekonomi, ketahanan 
pangan, dan kesehatan di Mauritius.6 Didalam UNCLOS 1982 Article 194 (2) 
disebutkan bahwa: 
“States shall take all measures necessary to ensure that activities under 
their jurisdiction or control are so conducted as not to cause damage by 
pollution to other States and their environment, and that pollution arising 
from incidents or activities under their jurisdiction or control does not 
spread beyond the areas where they exercise sovereign rights in 
accordance with this Convention.”7 
 (Negara harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin agar 
kegiatan-kegiatan yang berada dibawah yuridiksi atau pengawasasn 
mereka dilakukan dengan cara sedemikian rupa supaya tindakan-tindakan 
tersebut tidak menyebabkan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran 
kepada Negara-negara lain dan lingkungannya, dan agar pencemaran yang 
timbul dari tindakan-tindakan dan kegiatan dibawah yurisdiksi atau 
pengawasan mereka tidak menyebar melampaui daerah-daerah yang ada 
dibawah pelaksanaan hak-hak kedaulatan mereka sesuai dengan Konvensi 
ini). 
 Berdasarkan UNCLOS 1982 Article 194 (2) di atas, maka Pemerintah 
Jepang mempunyai kewajiban untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan 
untuk menjamin agar kegiatan perusahaan pelayaran yang dilakukan dibawah 
yurisdiksinya tidak menimbulkan pencemaran terhadap negara-negara lain. Tetapi 
pada kenyataannya Pemerintah Jepang telah gagal mengambil tindakan yang 
seharusnya dilakukan karena kapal kargo dari perusahaan pelayaran dari Jepang 
tersebut bocor dan menumpahkan minyaknya di Laut Mauritius, maka dalam 
UNCLOS 1982 Article 235 (1) menyebutkan bahwa:8  
 
6 CNN Indonesia, Laut Mauritius Darurat Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak, 
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200809132312-127-533774/laut-mauritius-
darurat-lingkungan-akibat-tumpahan-minyak , diakses 17 September 2020 
7 Article 194 (2), United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 




“States are responsible for the fulfilment of their international obligations 
concerning the protection and preservation of the marine environment. 
They shall be liable in accordance with international law.” 
(Negara-negara bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban-
kewajiban internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan 
pelestarian lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti rugi 
sesuai dengan hukum internasional). 
 Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemerintah Jepang memiliki tanggung 
jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Pemerintah Mauritius. Tetapi 
kenyataannya Pemerintah Jepang lambat dalam menangani kebocoran minyak dari 
kapal kargo yang mengakibatkan pencemaran di Laut Mauritius. Pencemaran 
tersebut tidak hanya mengancam biota-biota yang ada di laut, tetapi juga 
mengancam ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata dari Laut 
Mauritius, sehingga hal tersebut membuat Masyarakat Mauritius mengkritik 
lambatnya pemerintah Jepang dalam menangani kasus tersebut.9 Laut Mauritius itu 
sendiri terletak di Mauritius yaitu sebuah Negara pulau yang terletak di sebelah 
timur Pulau Madagaskar, di barat daya Samudera Hindia.10   
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis lebih lanjut akan meneliti 
mengenai bagaimana tanggung jawab pemerintah Jepang terhadap pencemaran 




9 Kontan.co.id, Jepang menuai kritik karena lamban menangani kebocoran minyak di 
Mauritius, https://internasional.kontan.co.id/news/jepang-menuai-kritik-karena-lamban-
menangani-kebocoran-minyak-di-mauritius , diakses 17 September 2020 
10 Ibn Battuta, Fakta tentang Mauritius Negara Kecil yang Jarang Diketahui, 
https://www.adventuretravel.co.id/blog/fakta-tentang-mauritius-negara-kecil-yang-jarang-




B. Rumusan Masalah 
  Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana tanggung jawab 
pemerintah Jepang terhadap pencemaran lintas batas akibat tumpahan minyak 
kapal kargo di Laut Mauritius? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung 
jawab pemerintah Jepang terhadap pencemaran lintas batas akibat tumpahan 
minyak kapal kargo di Laut Mauritius. 
D.  Manfaat Penelitian 
Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 
penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat yang dikelompokkan 
menjadi 2 (dua), yaitu:  
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan hukum lingkungan internasional, khususnya terkait 
tanggung jawab pemerintah Negara terhadap pencemaran laut lintas 
batas sebagai akibat tumpahan minyak di laut. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan dapat 
digunakan bagi semua pihak, baik bagi pemerintah, maupun pihak-
pihak terkait lainnya dalam melakukan upaya menjaga dan melindungi 
kelestarian laut dari pencemaran lintas batas yang dapat mengancam 




E. Keaslian Penelitian 
Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi dengan judul 
adalah Tanggung Jawab Pemerintah Jepang Terhadap Pencemaran Lintas Batas 
Akibat Tumpahan Minyak Kapal Kargo di Laut Mauritius merupakan hasil dari 
karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil 
karya penulis lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari:  
1. a. Judul : Tanggung Jawab Perusahaan Minyak dari 
Libya Terhadap Tumpahan Minyak di 
Perbatasan Indonesia dengan Singapura 
Ditinjau dari Hukum Internasional 
b. Identitas   : 
Nama    : Khair Ilham 
Nomor Mahasiswa  : 140200068 
Fakultas   : Fakultas Hukum 
Universitas    : Universitas Sumatera Utara 
Tahun penelitian  : 2018 
c.  Rumusan Masalah   :  
1) Bagaimana pengaturan Hukum Internasional tentang Pencemaran 
Laut akibat tumpahan minyak? 
2) Bagaimana tanggung jawab perusahaan Libya terhadap tumpahan 
minyak yang menimbulkan pencemaran laut? 
3) Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tumpahnya minyak di 
Perbatasan Laut Indonesia? 




1) Untuk mengetahui dampak serta pengaruh akibat tumpahnya minyak 
di laut yang tidak hanya membawa kerugian ekonomis tetapi lebih 
dari itu akan terjadi pula kerugian ekologis yang secara langsung dapat 
mengancam kehidupan manusia. 
2) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum yang berlaku 
terhadap pencemaran minyak yang terjadi. 
3) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kedua belah dan 
untuk mengetahui bagaimana mekanisme ganti rugi terhadap 
pencemaran di laut yang bersumber dari tumpahan minyak. 
e. Hasil Penelitian :  
1) Laut merupakan suatu hal yang begitu penting bagi kehidupan 
manusia. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran laut merupakan 
sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karenanya, Hukum 
Internasional turut mengatur hal-hal terkait pencemaran laut dengan 
melahirkan beberapa konvensi yang telah diratifikasi oleh banyak 
negara. Salah satunya adalah United Nations Convention on The Law 
of Sea 1982 (UNCLOS) atau dikenal juga dengan Konvensi Hukum 
Laut 1982. Konvensi Hukum Laut 1982 ini memberikan hak kepada 
setiap negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan 
alamnya, sekaligus pula mewajibkan kepada setiap negara untuk 
melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan lautnya dari ancaman 
pencemaran serta menegaskan pertanggungjawaban terhadap negara 




Hukum Laut 1982 juga terdapat International Convention on Civil 
Liability for Oil Pollution Damage 1969.  Konvensi ini dibuat oleh 
International Maritime Organization (IMO) yang mengatur tentang 
ganti rugi pencemaran laut oleh minyak termasuk karena kecelakaan 
kapal tanker. Konvensi Hukum Internasional lainnya yaitu 
International Convention on Oil Pollution Preparedness Response 
and Cooperation 1990. Konvensi ini merupakan konvensi kerjasama 
internasional menanggulangi pencemaran laut dikarenakan tumpahan 
minyak dan bahan beracun yang berbahaya. 
2) Berdasarkan International Convention on Civil Liability for Oil 
Pollution Damage 1969, perusahaan kapal (shipowners) tersebut 
bertanggung jawab secara mutlak (strict liability) terhadap 
pencemaran yang diakibatkan oleh kapal miliknya tersebut. Pemilik 
kapal memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pencemaran 
laut tersebut. Dalam hal ini Kapal Alyamourk merupakan kapal yang 
terdaftar di Libya, maka konsekuensi hukumnya adalah pemilik kapal 
tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. 
3) Penyelesaian Sengketa Internasional dapat dilakukan dengan berbagai 
cara. Indonesia dapat secara diplomatis melakukan komunikasi 
terhadap pihak yang terkait yaitu Libya guna meminta ganti rugi atas 
pencemaran yang terjadi. Para pihak yang bersengketa dapat 
menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara yang diatur dalam Pasal 




konsiliasi, dan cara-cara damai lainnya menurut pilihan para pihak. 
Indonesia dapat menginisiasi penyelesaian yudikatif maupun semi 
yudikatif seperti arbitrase ataupun pengadilan laut internasional dan 
juga dapat melalui Mahkamah Internasional (International Court of 
Justice). Mengenai penanggulangan atas pencemaran laut yang 
terjadi, Indonesia dapat mengajukan permohonan kerja sama ke 
semua negara di dunia dalam membantu menanggulangi pencemaran 
laut yang terjadi akibat dari insiden tabrakan kapal. 
Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada lokasi kasus yang 
dibahas, penulis membahas tentang kasus tumpahan minyak dari kapal 
perusahaan Jepang di Laut Mauritius, meneliti mengenai tanggung jawab 
pemerintah Jepang terhadap pencemaran lintas batas akibat tumpahan 
minyak kapal kargo di Laut Mauritius. 
2. a. Judul : Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat 
dalam Menangani Tumpahan Minyak 
British Petroleum di Teluk Meksiko 
Periode 2010-2013 
b. Identitas   : 
Nama    : Muhammad Fadhli 
Nomor Mahasiswa  : 109083000055 
Fakultas   : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 





Tahun penelitian  : 2014 
c.  Rumusan Masalah   :  
1)  Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Amerika 
Serikat dalam menangani tumpahan minyak British Petroleum di Teluk 
Meksiko periode 2010-2013? 
d. Tujuan Penelitian  : 
1) Mengetahui respon Amerika Serikat terhadap tumpahan minyak British 
Petroleum di Teluk Meksiko periode 2010-2013. 
2) Mengetahui faktor-faktor domestik dan eksternal yang mempengaruhi 
kebijakan Amerika Serikat dalam menangani kasus tumpahan minyak 
British Petroleum di Teluk Meksiko 2010-2013. 
e. Hasil Penelitian :  
1) Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat 
(AS) dalam menanggapi kasus tumpahan minyak British Petroleum 
(BP) di Teluk Meksiko pada tahun 2010 hingga tahun 2013 dapat 
dinilai sudah tepat. Langkah awal dari kebijakan AS, adalah dengan 
memberlakukan moratorium pengeboran bagi seluruh perusahaan 
tambang selama enam bulan di Kawasan Teluk Meksiko agar tidak 
menghambat proses pemulihan Teluk Meksiko. Pembentukan komisi 
nasional dalam menanggulangi krisis ini, Oil Spill Commission 
(OSC). Kesepakatan antara pemerintah AS dan BP untuk membentuk 
dana kompensasi Escrow Account senilai 20 milyar Dollar AS. 




AS, BP, dan masyarakat setempat. Pembentukan Gulf Coast 
Ecosystem Restoration Task Force untuk meningkatkan efektivitas 
kegiatan pemulihan lingkungan Teluk Meksiko. Pengesahan undang-
undang Resources and Ecosystems Sustainability, Tourist 
Opportunities, and Revived Economies (RESTORE) yang mengatur 
Gulf Coast Restoration Trust Fund, dan terakhir membentuk Five 
Year Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program. 
2) Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) AS yang tercemar oleh 
tumpahan minyak BP di Kawasan Teluk Meksiko menjadi faktor 
dominan bagi pemerintah AS untuk menentukan kebijakan dalam 
menanggulangi insiden tersebut. Selain itu, pengaruh peristiwa 
tersebut ke sektor ekonomi, lingkungan, dan juga Kesehatan 
merupakan ancaman bagi kepentingan nasional AS. Warga yang terus 
mendesak pemerintah AS untuk bersikap tegas dalam menanggulangi 
kasus ini juga menjadi penentu kebijakan pemerintah AS. BP juga 
harus mentaati peraturan dan perundang-undangan AS, seperti 
membiayai seluruh operasi pembersihan dan pemulihan Teluk 
Meksiko, pemberian dana kompensasi bagi pihak yang terkena 
dampak tumpahan tersebut. 
3) Tumpahan minyak BP menimbulkan kerugian yang besar bagi AS, 
maupun BP. Industri perikanan dan pariwisata local mengalami 
penurunan pemasukan, satwa-satwa di Teluk Meksiko terancam oleh 




masyarakat AS. BP juga mengalami penurunan titik saham yang 
signifikan, dari 60,00 Dollar AS menjadi 27,02 Dollar AS per lembar, 
penurunan jumlah produksi minyak dan energi di AS. BP yang 
dikenakan tuntutan atas pencemaran lingkungan AS diharuskan untuk 
membayar seluruh sanksi, diantaranya sanksi Oil Pollution Act 1990  
dan Clean Water Act (CWA). 
Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada lokasi kasus yang 
dibahas, penulis membahas tentang kasus tumpahan minyak dari kapal 
perusahaan Jepang di Laut Mauritius, meneliti mengenai tanggung jawab 
pemerintah Jepang terhadap pencemaran lintas batas akibat tumpahan 
minyak kapal kargo di Laut Mauritius. 
3. a. Judul : Pertanggungjawaban dan Upaya Pemulihan 
Pencemaran Laut di Wilayah Laut Timor 
yang Bersumber dari Meledaknya Kilang 
Minyak di Montara 
b. Identitas   : 
Nama    : Berliana Damanik 
Nomor Mahasiswa  : 140200346 
Fakultas   : Fakultas Hukum 
Universitas    : Universitas Sumatera Utara 
Tahun penelitian  : 2018 




1) Bagaimana pengaturan hukum internasional dan nasional terhadap 
pencemaran laut? 
2) Bagaimana upaya pemulihan lingkungan laut dalam hukum 
internasional? 
3) Bagaimana pertanggungjawaban akibat tumpahan minyak di Montara? 
d. Tujuan Penelitian  : 
1) Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 
PTTEP Australia dilihat dari UNCLOS 1982 dan hukum lingkungan 
internasional terhadap dampak yang telah ditimbulkan yang 
menyebabkan timbulnya kerugian terhadap negara Indonesia. 
2) Untuk mengetahui upaya pemulihan lingkungan laut baik dari 
prespektif hukum nasional dan hukum internasional terhadap 
pencemaran lingkungan laut.  
e. Hasil Penelitian :  
1) Pengaturan hukum internasional tentang pencemaran laut yaitu (1) 
Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of 
Wastes and Other Matter (London Dumping) 1972, (2) International 
Convention for the Preventing of Pollution from Ships 1973/1978 
(MARPOL 1973/1978), (3) The International Convention on Oil 
Pollution Preparedness Response and Coorperation (OPRC), (4) 
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 
(Civil Liability Convention) tahun 1969, (5) United National 




nasional yang mengatur tentang pencemaran laut yaitu (1) Undang-
undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. (2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 
tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. (3) Perpres 
No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat 
Tumpahnya Minyak di Laut. 
2) Upaya pemulihan lingkungan laut dalam hukum internasional adalah 
apabila terjadi pencemaran lingkungan laut, maka langkah yang harus 
dilakukan dalam penanganan tumpahan minyak (oil spill) di laut adalah 
dengan cara melokalisasi tumpahan minyak menggunakan pelampung 
pembatas (oil booms) yang kemudian akan ditransfer dengan perangkat 
pemompa (oil skimmers) ke sebuah fasilitas penerima reservoir baik 
dalam bentuk tangka ataupun balon, atau menggunakan beberapa 
teknik yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tumpahan minyak 
diantaranya in-situ burning, penyisihan secara mekanisme, 
bioremediasi, penggunaan sorbent dan penggunaan bahan kimia 
dispersen. Namun setiap teknik ini memiliki laju penyisihan minyak 
berbeda dan hanya efektif pada kondisi tertentu. Hal ini juga diatur 
dalam UNCLOS 1982 Pasal 194 ayat 2 agar setiap negara menjaga 
lingkungan lautnya sendiri. 
3) Pertanggungjawaban akibat tumpahan minyak di Montara adalah 
meskipun kiang minyak Montara tersebut merupakan milik dari 




tanggung jawab negara maka Australia tetap harus bertanggung jawab 
sebagai negara tempat pengeboraan minyak dilakukan dengan kata lain 
tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab yang bersifat 
absolut atau mutlak, seperti yang tertera dalam UNCLOS Pasal 139 
yang menyatakan tanggung jawab untuk menjamin pentaatan dan 
kewajiban ganti rugi dan Pemerintah Australia mempunyai tanggung 
jawab atas pencemaran laut berdasarkan Pasal 235 Konvensi Hukum 
Laut 1982 tentang tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi.  
Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada lokasi kasus yang 
dibahas, penulis membahas tentang kasus tumpahan minyak dari kapal 
perusahaan Jepang di Laut Mauritius, meneliti mengenai tanggung jawab 
pemerintah Jepang terhadap pencemaran lintas batas akibat tumpahan 
minyak kapal kargo di Laut Mauritius. 
F. Batasan Konsep  
1. Tanggung Jawab Negara 
Pengertian tanggung jawab merupakan kesadaran manusia atau 
sekelompok manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja 
maupun yang tidak disengaja.11  
 Tanggung jawab Negara lahir akibat kegiatan-kegiatan yang 
merugikan negara lain, seperti kegiatan lintas batas nasional, perusahaan 
yang berada di perbatasan territorial antar negara, eksplorasi sumber daya 
 
11 Naufal Muttaqien, Mengenal arti kata “Tanggung Jawab”, 
https://www.kompasiana.com/nopalmtq/5529e68b6ea8342572552d24/mengenal-arti-kata-




bawah laut lintas batas negara yang telah melanggar ketentuan dan dapat 
merugikan negara lain.12 
Setiap Negara memiliki tanggung jawab atas pencemaran lintas 
batas yang ditimbulkan dari kegiatan yang berada di wilayah yuridiksinya 
maupun dari kegiatan yang berada dibawah pengawasannya, hal itu terdapat 
dalam Prinsip 21 Stockholm Declaration yang menyatakan: 
“State have, in accordance with the Charter of the United Nations 
and Principle of International Law, the sovereign right to exploit 
their own resources pursuant to their own environmental policies, 
and the responsibility to ensure that activities within their 
jurisdiction or control do not cause damage to the environment of 
other states of areas beyond the limits of national jurisdiction.” 13 
 
(Negara memiliki, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa dan Prinsip Hukum Internasional, hak berdaulat untuk 
mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan 
kebijakan lingkungan mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk 
memastikan bahwa kegiatan dalam yurisdiksi atau kendali mereka 
tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan negara bagian lain 
di luar batas yurisdiksi nasional.) 
 
2. Pencemaran Lintas Batas 
Pengertian pencemaran lintas batas adalah suatu pencemaran yang 
dilakukan oleh suatu negara atau anggotanya maupun individu dalam suatu 
wilayah negara, yang mana dampak dari pencemaran tersebut menimbulkan 
dampak lingkungan atau dampak ekologis pada negara lain.14 
 
 
12 Novia Kusma Ningsih, 2016, “Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Laut 
Timor Oleh Tumpahan Minyak Australia Berdasarkan UNCLOS III 1982 dan Hukum Lingkungan 
Internasional”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III No. 1, Fakultas Hukum 
Universitas Riau, hlm. 11. 
13 Principle 21 Stockholm Declaration 




3. Tumpahan Minyak di Laut 
Tumpahan minyak atau (Oil Spill) merupakan salah satu kejadian 
pencemaran laut dapat diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker (air 
ballast), perbaikan dan perawatan kapal (docking), terminal bongkar muat 
tengah laut, air bilga (saluran buangan air, minyak dan pelumas hasil proses 
mesin), scrapping kapal, dan yang banyak terjadi adalah kecelakaan/tabrakan 
kapal tanker.15 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian Hukum 
Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum 
normatif. Penulisan hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum 
doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai 
peraturan atau isi tertulis dalam perundang-undangan atau hukum yang 
dikonsepsikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolok ukur perilaku 
masyarakat dalam berperilaku yang pantas.16 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini berasal dari 
penelitian kepustakaan (library research). Penelitiaan kepustakaan dilakukan 
 
15 Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Tumpahan Minyak (Oil 
Spill), https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/2626-tumpahan-minyak-oil-spill , diakses 22 September 
2020 
16 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, Metode Penelitian Hukum Normatif dan 




dengan berbagai macam sumber bahan hukum yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, 
yaitu:17 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, 
hal tersebut dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh 
parlemen, dan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh pihak yang 
berwenang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu United 
Nations Convention on the Law of the Sea 1982, The International 
Convention Relating to Intervention on the High Seas if Cases of Oil 
Pollution Casualities 1969, The International Convention on Civil 
Liability for Oil Pollution Damage 1969, The International Convention 
on the Establishment of an International Fund for Compentation for Oil 
Pollution Damage  1971, the International Convention on Civil Liability 
for Bunker Oil Pollution Damage 2001, serta peraturan-peraturan lain 
yang bersangkutan. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai 
kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum 
primer. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi 
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  
3. Cara Pengumpulan Data 
 
17 Kornelius Benuf, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai 
Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, LPM Gema 





Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan 
dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk 
diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan 
literatur-literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.18 
Data sekunder dalam penelitian ini antara lain berasal dari konvensi-konvensi, 
buku-buku, maupun jurnal-jurnal hukum yang berkait dengan pencemaran lintas 
batas sebagai akibat tumpahan minyak di laut. 
4. Analisis Data 
 Analisi data merupakan kegiatan yang memberikan interpretasi, penilaian, 
dan pendapat atas data penelitian berdasarkan kaidah hukum, pendapat hukum, 
atau teori dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini 
melakukan analisis data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk 
memprioritaskan kalimat daripada angka, sebagaimana dalam pendekatan 
kuantitatif. Selain itu, pendekatan ini lebih memprioritaskan kedalaman datanya 
daripada banyak data. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan tersier pula yang telah 
disusun secara sistematis sebelumnya. Analisis akan dilakukan dengan 
menggunakan metode sebagai berikut:19 
a. Reduksi Data 
 Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, 
 
18 Ibid., hlm. 26. 
19 Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif; Kualitatif; dan R&D, Alfabeta, 




sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaryang lebih jelas 
dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian 
data lebih lanjut jika diperlukan.  
b. Penyajian Data 
 Didalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan 
dengan cara mengumpulkan informasi yang terstruktur yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Salah satu metode 
penyajian data yang paling umum digunakan dalam menyajikan data 
penelitian kualitatif adalah dengan teks yang naratif. Dengan melakukan 
penyajian data, maka akan mempermudah dalam memahami apa yang 
terjadi, merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah 
dipahami tersebut.20 
c. Penarikan Kesimpulan 
 Penarikan kesimpulan merupakan metode ketiga atau metode 
terakhir dalam analisis data penelitian kualitatif. Kesimpulan dalam 
penelitian kualitatif merupakan penemuan hal-hal baru yang belum 
pernah ada sebelumnya. Penemuan bisa berbentuk deskripsi atau 
gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang, sehingga 
setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 
interaksi, hipotesis atau teori.21 
 
 
20 Ibid., hlm. 249.  







Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam bab 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Negara Jepang 
bertanggung jawab atas pencemaran lintas batas akibat kapal kargo dari 
perusahaan pelayaran Jepang yang bocor dan menumpahkan minyak di Laut 
Mauritius.  Adapun bentuk tanggung jawab yang dijanjikan oleh Pemerintah 
Jepang terhadap pencemaran lintas batas di Laut Mauritius adalah dengan 
memberikan kompensasi berupa bantuan ekonomi kepada Mauritius. 
Jepang sedang mempertimbangkan untuk menawarkan kompensasi yang 
berupa pinjaman 30 miliar yen ($289 juta) kepada Mauritius untuk 
membantunya pulih dari tumpahan minyak dan mengembangkan 
ekonominya. Secara terpisah, Jepang berencana memberikan 600 juta yen 
dalam bantuan hibah ke Mauritius untuk mendukung upaya pengurangan 
risiko bencana.  
Pada kenyataannya, tanggung jawab yang dijalankan oleh Jepang 
belum sesuai dengan aturan internasional karena sampai saat ini belum ada 
tindak lanjut maupun kabar terkait dengan bentuk tanggung jawab yang 
dijanjikan oleh pemerintah Jepang yang berupa kompensasi kepada 
Mauritius. Seharusnya Jepang memberikan kompensasi sesuai dengan apa 





B. Saran  
Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penelitian 
di atas yaitu sebagai berikut: 
1. Pemerintah Negara Jepang perlu segera mengambil tindakan yang 
lebih lanjut terkait dengan pencemaran lingkungan laut yang terjadi 
di Laut Mauritius akibat tumpahan minyak dari kapal perusahaan 
pelayaran Jepang agar akibat dari pencemaran tersebut tidak 
menyebar ke wilayah negara lain. 
2. Pemerintah Mauritius perlu mengejar Pemerintah Jepang agar 
segera memberikan kompensasi seperti yang telah dijanjikan untuk 
upaya pemulihan pencemaran lintas batas di Laut Mauritius. 
3. Perlu adanya keputusan pengadilan yang memutuskan mengenai hal 
tanggung jawab dalam pemulihan pencemaran lintas batas yang 
terjadi di Laut Mauritius. 
4. Perlu adanya kerja sama antar negara untuk mengambil segala 
tindakan yang diperlukan agar kegiatan yang dilakukan dibawah 
yurisdiksinya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan baik 
udara, laut, maupun darat terhadap negara-negara lain. Jika 
pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan yang 
dilakukan dibawah yurisdiksi Negara tersebut terjadi di masa yang 
akan datang, maka pemerintah perlu segera menanggulangi 




5. Perlu adanya pembentukan lembaga yang memiliki wewenang 
untuk mengontrol pemberian ganti-kerugian terkait dengan 
kerusakan lingkungan yang disertai dengan sanksi-sanksi tegas agar 
tidak ada penundaan pemberian ganti-kerugian oleh negara yang 
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